
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Uraian Teori 

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori – 

teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah penipuan kendaraan bermotor. Adapun 

uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah: Teori yang fungsional yang maksudnya suatu 

interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis,yaitu data mempengaruhi pembentukan 

teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. 

2.1.1. Teori - Teori Pemidanaan 

Sebelum membahas mengenai teori pemidanaan, penulis akan memberikan penjelasan 

singkat mengenai pembedaan hukum pidana. Dalam hukum pidana dikenal pembedaan antara 

hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. 

1. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif (Ius Ponale). 

Yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap 

pelanggarannya diancam dengan pidana. 

a. Hukum Pidana Materiil, mengenai: 

Peraturan yang diancam pidana; 

Siapa yang dapat dipidana; 

Pidana apa yang dijatuhkan. 

b. Hukum Pidana Formil, mengenai sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara 

negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pemidanaan. 

2. Hukum Pidana Dalam arti Subjektif (Ius Poenendi) 
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Sejumlah peraturan mengenai hak untuk memidana seseorang yang melakukan yang 

dilanggar; 

Hak untuk mengancam (dalam Undang-undang); 

Hak untuk menjatuhkan pidana; 

Hak untuk melaksanakan pidana, 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dalam arti objektif berisi 

tentang perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan 

ancaman pidananya kepada setiap orang yang melakukannya. Sedangkan hukum pidana 

dalam arti subjektif berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan 

menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar hukum pidana. Hak dan 

kewenangan negara tersebut merupakan kekuasaan negara yang besar, sehingga perlu dicari 

dan diterangkan dasar-dasarnya. 

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti 

subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam 

menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori 

pembaharuan mengenai tujuan pemidanaan. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori 

tujuan, dan teori gabungan. Jan Remmelink mengatakan selain adanya ketiga teori tersebut, ia 

juga menyebutkan mengenai teori perjanjian2. Menurutnya, teori hukum kodrat dan 

perjanjian dipandang sebagai satu-satunya yang benar.  

Secara kodrati adalah wajar seseorang yang melakukan kejahatan akan menerima 

kembali balasan yang setimpal, terhadap ketentuan kodrati demikian individu dianggap 

menundukkan diri.  

Beberapa penulis bahkan meletakkan landasan kewenangan penguasa untuk 

menjatuhkan pidana pada kontrak antara individu dan negara. Sering kali hal itu 

dikonstruksikan sebagai kontrak sosial. Misalnya Fichte, berargumentasi bahwa melalui 
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kejahatan yang dilakukannya, seorang penjahat memutuskan kontrak yang merupakan dasar 

keterikatannya sebagai anggota masyarakat. Dengan cara itu ia memutus hubungan dengan 

masyarakat, sehingga ia tidak lagi memiliki hak-hak maupun kedamaian. Dalam pandangan 

seperti itu, pidana merupakan hak istimewa dengan cara mana warga membeli kembali 

keanggotaannya (dalam masyarakat) dan mengakhiri status tanpa haknya (sebagai non 

warga).  

Namun sebelum munculnya teori-teori tersebut, sebelumnya ada dua aliran utama, 

yakni aliran retributivisme dan aliran utilitarisme.  

1. Aliran Retributivisme 

Aliran ini membenarkan hukum dengan dasar si terhukum memang layak dihukum atas 

kesalahan yang sudah terbukti, yang secara sadar dilakukan. Aliran ini mempunyai 

kelemahan, berupa tidak dapat meyakini secara sosial bahwa setiap hukuman akan membawa 

konsekuensi positif pada masyarakat.  

2. Aliran Utilitarisme 

Aliran ini membenarkan hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan, yaitu bahwa 

hukuman akan mempunyai dampak positif pada masyarakat. Kelemahan teori ini yaitu tidak 

dapat mengakui bahwa penjatuhan hukuman semata-mata oleh karena kesalahanya dan 

bahwa hukuman itu merupakan kesebandingan retribusi. 

Konflik antara kedua teori tersebut tidak teratasi. Para filsuf hukum percaya harus ada 

jalan tengah yaitu berupa penggabungan antara keduanya. H.L.A. Hart berupaya mencari 

jalan tengah dari kedua kutub tersebut, dengan mengajukan tiga pertanyaan pokok berupa: 

Kemudian muncul tiga teori pembaharuan mengenai pemidanaan, yakni berupa:  

1. Teori Pembalasan (Absolut) 

Teori yang muncul pada akhir abad 18 ini menghendaki agar setiap perbuatan melawan 

hukum itu harus dibalas. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat 
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menimbulkan rasa puas bagi orang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan 

perbuatannya. 

Pada masyarakat Jawa ada semboyan “hutang pati nyaur pati”, yang maksudnya orang 

yang membunuh harus juga dibunuh. Dalam Kitab Suci Al-Qur’an Surah An Nisaa ayat 93, 

menyatakan “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka 

balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan 

mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”3. Dari kutipan tersebut 

menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung makna pembalasan yang setimpal di dalam 

suatu pidana. 

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu: 

a. Ditujukan kepada pelakunya (sudut subyektif dari pembalasan); 

b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut 

obyektif dari pembalasan).  

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk 

diadakannya pembalasan itu, yaitu: 

a. Dari sudut Ketuhanan 

Pandangan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet. Menurut 

pandangan ini, hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang 

diturunkan melalui pemerintah negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karenanya, negara 

wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara membalas dengan setimpal bagi 

setiap pelanggar hukum. 

b. Dari sudut Ethika 

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant, yang dikenal dengan teori “de ethische 

vergeldings theorie”. Berdasarkan pandangan ini, menurut ratio, tiap kejahatan itu harus 

diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah suatu yang dituntut oleh keadilan ethis, 
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yang merupakan syarat ethika. Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan 

pidana dalam rangka memenuhi tuntutan ethika tersebut. 

c. Dari sudut Alam Pikiran Dialektika 

Pandangan ini berasal dari Hegel. Menurutnya, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi 

dari setiap kejahatan. Hukum dan keadilan merupakan suatu kenyataan (these). Jika 

seseorang melakukan kejahatan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti these). 

Oleh karena itulah harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap 

pelakunya (synthese) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya 

hukum (these). 

d. Dari sudut Aesthetica  

Pandangan ini berasal dari Herbart, yang dikenal dengan teori “de aesthetica theorie”. 

Menurut teori ini, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa 

ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan dapat dicapai, maka dari sudut aesthetica 

harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal.  

2. Teori Tujuan (Relatif) 

Berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya 

tujuan pidana adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan. Pidana adalah alat untuk 

menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib 

diperlukan pidana. 

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai 

tiga macam sifat, yaitu: 

a. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking); 

b. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 

c. Bersifat membinasakan (onechadelijk maken). 

Teori ini dibedakan dua, yaitu 
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a. Pencegahan umum (Preventie General) 

Bersifat murni, semua teori pemidanaan harus ditujukan untuk menakut- nakuti semua 

orang supaya tidak melakukan kejahatan, dengan jalan pelaksanaan pidana yang 

dipertontonkan. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Barat sebelum Revolusi 

Perancis (1789-1794). Namun kemudian teori ini banyak ditentang , diantaranya oleh 

Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833). 

Beccaria menginginkan agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara 

kejam, dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan. 

Penjatuhan pidana yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang 

diakibatkan oleh perbuatan pelaku yang dipidana tersebut. 

Sedangkan Von Feuerbach dengan teorinya “psychologische zwang”, menyatakan sifat 

menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidananya tetapi pada aturan ancaman 

pidananya yag diketahui oleh khalayak umum. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan 

atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Teori ini 

muncul kembali pada azas legalitas, karena Von yang mengeluarkan ungkapan “nullum 

delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”. Namun teori ini mempunyai beberapa 

kelemahan, yaitu: 

Terhadap pelaku yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana 

serta menjalaninya, maka perasaan takut terhadap ancaman pidana tersebut menjadi sedikit 

atau bahkan hilang; 

Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu bisa saja tidak sesuai dengan 

kejahatan yang dilakukan. Karena begitu sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas 

beratnya pidana yang diancamkan, agar sesuai dengan perbuatan yang diancam pidana 

tersebut; 
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Terhadap orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau yang tidak mengetahiu 

perihal ancaman pidana itu, maka sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada 

sama sekali. 

Adanya kelemahan teori tersebut, mengakibatkan munculnya teori pencegahan umum 

yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim 

pada pelaku, yang dipelopori oleh Muller. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada pelaku, 

maka hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya 

ancaman pidananya. Maksudnya agar para pelaku lain menjadi terkejut kemudian menjadi 

sadar bahwa perbuatannya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat. 

b. Pencegahan khusus (Preventie Special) 

Bertujuan mencegah niat buruk pelaku (dader) melakukan pengulangan perbuatannya 

atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Tujuan ini 

dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu: 

Menakut-nakutinya; 

Memperbaikinya, dan 

Membuatnya menjadi tidak berdaya. 

Pendukung teori ini adalah Van Hamel (1842-1917), yang berpandangan bahwa 

pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan 

pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan 

bukan sebab dari adanya pidana. 

Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan 

khusus, yaitu, 

Pidana adalah melulu untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang 

yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar 

ia tidak melakukan niat jahatnya; 
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Apabila tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan penjatuhan pidana, maka penjatuhan 

pidana harus dapat memperbaiki dirinya (reclasering); 

Apabila tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat 

membinasakan atau membuatnya tidak berdaya; 

Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam 

masyarakat. 

3. Teori Gabungan 

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, melahirkan teori 

ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan 

unsure-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang 

diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa 

menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada.  

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu, teori yang 

menitikberatkan pada pembalasan, teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum, dan 

teori yang menganggap sama antara keduanya. 

a. Teori yang menitikberatkan pada pembalasan 

Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah 

pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan 

umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu 

dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 

Sedangkan Zevenbergen, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu 

pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab pidana itu 

adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu, pidana 

baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum. 

b. Teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum 
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Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah 

kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan 

kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan 

sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan 

pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat. 

c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan 

kepentingan masyarakat Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, 

karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus 

disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya 

yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.  

Sedangkan Simons, mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum 

terletak pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana 

menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu 

harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat. 

Sistem pemidanaan dan susunan pidana di dalam WvS Nederlandse dipengaruhi oleh 

aliran prevensi khusus. Hal ini seperti dinyatakan oleh Pompe dalam Handboek v.h. Ned. 

Strafrecht 1959. Berbeda dengan pendapat Hazewinkel Suringa, menyatakan bahwa WvS 

Nederlandse mempunyai tujuan yang kompromis. Menurut literatur mengenai KUHP 

(Undang-undang No.1 Tahun 1946) dengan menilik sistim dan susunan yang masih belum 

berubah dari materi hukum induknya (WvS Ned.) dapat dikatakan mempunyai tujuan pidana 

dengan aliran kompromis atau teori gabungan mencakup semua aspek yang berkembang di 

dalamnya. 

Di Indonesia, tujuan pemidanaan tidak pernah diatur secara eksplisit dalam Undang-

undang hukum pidana, namun dalam Rancangan KUHP dapat dijumpai, yaitu: 
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Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat; 

Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang 

yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat; 

Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; Membebaskan rasa bersalah 

pada terpidana. 

Selain adanya teori-teori mengenai pembenaran hukum pidana tersebut, terdapat juga 

pandanga-pandangan negatif yang menganggap hukum pidana itu sebagai ketidak adilan. 

Yakni keberatan dari sisi religius, keberatan biologis, dan keberatan sosial. 

1. Keberatan Religius 

Beranggapan bahwa pengenaan pidana (pengenaan derita dengan sengaja oleh pihak 

penguasa) tidak dapat dibenarkan. Leo Tolsoi, berpendapat bahwa kita tidak mungkin 

menghukum dengan nurani yang bersih. Mereka yakin bahwa orang-orang jahat janga 

dilawan atau ditolak, orang seperti itu harus dikasihi. 

2. Keberatan Biologis 

Pandangan yang dikemukakan oleh Max Schlapp dalam bukunya The New 

Criminology, bahwa gagasan pertanggungjawaban harus ditolak dan pidana dianggap sebagai 

suatu campur tangan yang buruk. Menurutnya, semua perbuatan asosial bersumberkan dari 

kerja tidak sempurna kelenjar-kelenjar endokrin, dan sebab itu memandang hukum pidana 

sebagai a system on ignorance. 

3. Keberatan Sosial 

Keberatan ini mempertanyakan kewenangan negara untuk menghukum, karena negara 

sendiri yang secara langsung maupun tidak menetapkan syarat-syarat atau batasan 

kriminalitas. Lacassagne, salah satu pendukung aliran sosiologis Perancis menyatakan: tout le 
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monde est coupable du crime, excepte le criminel (tiap orang sanggup melakukan delik atau 

dinyatakan bersalah, terkecuali si penjahat). 

Sedangkan Clara Wichman, menolak adanya kewenangan negara untuk menghukum, 

karena dengan itu negara bukan menegakkan tertib hukum, melainkan justru melestarikan 

penguasaan suatu tertib hukum oleh kelas tertentu dan dengan cara itu membenarkan dan 

menjaga kelestarian hubungan-hubungan kemasyarakatan yang menguntungkan dominasi 

penguasa. Setiap penguasa memandang pelanggaran yang ditujukan terhadapnya sebagai 

bid’ah (penyimpangan aturan).15 

2.1.2. Pengertian Pemidanaan  

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian 

sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, 

sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum 

pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen16 menjelaskan kedua hal 

tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 

berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana 

yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana 

acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada 

kesemptan itu.  

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut : 

a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran 

pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untukdapat dihukum, 

menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas 

pelanggaran pidana.  

                                                           
15 http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-teori-pemidanaan.html 
16 Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,2005, Hlm.2  
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b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara 

mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-

orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara  

bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim 

serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.  

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau 

perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah 

aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana 

materil.  

A. Tentang Pemidanaan  

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan 

secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi 

positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini 

disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 

tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan 

serupa.  

Pernyataan di atas,17 terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan 

sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku 

kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian 

pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap 

perencanaan sebagai berikut : 

a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;  

b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;  

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang 

                                                           
17 Andi Hamzah. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. 
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B. Jenis-jenis Pemidanaan  

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 

KUHP yakni : 

a. Pidana Pokok  

1. Pidana mati  

2. Pidana penjara  

3. Pidana kurungan  

4. Pidana denda  

b. Pidana Tambahan  

1. Pencabutan hak-hak tertentu 

2. Perampasan barang-barang tertentu  

3. Pengumuman putusan hakim  

Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah 

didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan 

terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-

pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal 

ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 

261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.  

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai 

berikut18. 

a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal 

perampasan barng-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada 

                                                           
18 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti. 

Bandung:1996.Hlm 77 
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pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok 

melainkan pada tindakan)  

b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, 

sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan 

maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut 

tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat 

imperatif atau keharusan).  

c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi 

melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.  

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Pidana Pokok  

a. Pidana Mati  

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : “pidana mati dijalankan 

oleh algojo di tempat gantunngan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat 

terpidana berdiri”.  

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan 

setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi 

walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk 

pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang 

terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan 

Grasi yang menyatakan :  

1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati 

tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya 

dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa 
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dalam hal keputusan dalam pemerikasaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan 

ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari 

keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.  

2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan 

permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari 

pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus 

memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau 

Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua 

Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama 

serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan 

catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.  

3)  Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada 

Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang 

diwajibkan putusan hakim.  

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan 

pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.  

b. Pidana Penjara  

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara 

merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana 

kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa 

pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai 

penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh ), bahwa : Pidana 

penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini 

dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup 
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biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur 

hidup atau penjara dua puluh tahun). 

Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa: ”Bentuk pidana penjara adalah 

merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 

dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan 

mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam 

lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang 

telah melanggar peraturan tersebut”.  

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut,maka secara otomatis ada beberapa 

hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih 

(dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. 

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam 

penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamza, yaitu : Pidana penjara disebut 

pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka 

bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :  

1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun 

demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-

unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.  

2)  Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari 

perlakukan manusia yang tidak baik.  

3) Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini telah diperaktikkan 

pengendoran dalam batas-batas tertentu.  

4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin 

praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).  

5)  Hak untuk mengadakan asuransi hidup.  
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6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan 

untuk minta perceraian menurut hukum perdata. 

c. Pidana Kurungan  

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya 

merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan 

bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tesebut di dalam sebuah lembaga 

kemasyaraktan.  

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, 

ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh 

urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan 

ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling 

lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa : “Paling 

sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau 

pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. 

Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.  

Menurut Vos pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan,  

yaitu19):  

1) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan 

kesusilaan, yaitu delic culpa dan beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan 

satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut 

diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak 

menyangkut kejahatan kesusilaan 

2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.  

                                                           
19 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, Hal. 289. 
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Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana 

pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan 

di tempat kerja negara.  

d. Pidana Denda  

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, 

mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah 

dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang 

tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.  

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa : Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan 

Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi 

pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana 

pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua 

pidana pokok tersebut secara bersama-sama. 

2. Pidana Tambahan  

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang 

dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan 

barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi 

tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati 24) bahwa ketentuan pidana tambahan ini 

berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah : 

1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana 

tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu- satunya.  

2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan 

pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan 

tidak diancamkan.  
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3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap 

perbuatan pidana tertentu.  

4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana 

tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan 

kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak. 

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu  

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim 

dengan suatu putusan pengadilan adalah : 

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;  

2)  Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;  

3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan 

umum;  

4)  Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, 

wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak 

sendiri;  

5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas 

anak sendiri;  

6)  Hak menjalankan mata pencarian tertentu.  

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa 

hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut : 

1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan 

adalah seumur hidup.  

2)  Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya 

pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari 

pidana pokoknya.  
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3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling 

banyak lima tahun.  

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal 

ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan 

khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.  

b. Perampasan Barang-barang Tertentu  

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, 

seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu 

terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu 

1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan 

Perang dalam waktu perang.  

2)  Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan 

jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.  

3)  Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.  

4)  Penggelapan.  

5) Penipuan.  

6)  Tindakanmerugikan pemiutang 

C. Tujuan Pemidanaan  

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. 

Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat 

teoritis. Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penaggulangan kejahatan 

koorporasi dapat dilakukan dengan dua cara. yaitu, dilakukan secara integratif melalui 

kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan melalui kebijakan non penal 

dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. 

Menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu: 
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1. Perlindungan masyarakat  

2.  Memelihara solidaritas mayarakat;  

3.  Pencegahan (umum dan khusus);  

4. Pengimbalan/pengimbangan.  

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro20yaitu : 

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara 

menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang 

tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan 

kejahatan lagi (speciale preventif), atau  

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar 

menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 

2.1.3. Pengertian Penipuan 

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang 

yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian 

yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut:  

a. Menurut Pengertian Bahasa  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, 

perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk 

menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara 

menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat 

dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang 

tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan 

seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali 

orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. 

                                                           
20 Moelyatno, Azas-Azas Hukum Pidana,Bina Aksara,Jakarta 1983.Hal 16 
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Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap 

harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, 

bedrog diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan 395. Dalam rentang pasal-pasal 

tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.21 

Aktivitas penyerahan – baik langsung maupun tidak langsung, baik menggunakan wakil 

atau perantara serah terima atau tidak- adalah tindak pemisahan diri pihak menyerahkan dari 

benda yang dikuasai & dimiliki, dengan tujuan agar dikuasai/dimiliki pihak penerima 

penyerahan. Pihak tertipu adalah pihak secara sukarela percaya akan pernyataan – salah satu, 

beberapa atau seluruh hal – tentang: 

 (1) nama palsu,  

(2) suatu sifat palsu,  

(3) tipu muslihat,  

(4) rangkaian kata-kata bohong, 

Yang dilakukan penipu sehingga – berdasar kepercayaan tersesat (misleading) tersebut 

– pihak tertipu tergerak untuk secara sukarela menyerahkan suatu benda, dan/atau membuat 

pengakuan utang, dan/atau menghapus piutangnya. Apabila tindak pidana penipuan 

dilakukan secara lisan, tanpa saksi, hakim sulit membuktikan terdakwa bersalah. Tindak 

penipuan berbasis dokumen tertulis, surat, kartu nama, KTP palsu, surat pernyataan palsu, 

notulen rapat, rekaman lebih mudah dibuktikan secara hukum. Unsur menguntungkan pelaku 

penipuan atau orang lain yang menjadi tujuan diuntungkan, merupakan hal yang sulit untuk 

dibuktikan secara hukum. Penipuan juga terkait pada aspek kepatutan dalam pergaulan 

masyarakat, pelanggaran kepatutan masyarakat melalui rekayasa informasi atau dusta 

                                                           
21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 tahun 1946 
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tergolong penipuan. Kegiatan memikat, membujuk, merayu, segala upaya untuk 

menimbulkan rasa belas kasihan yang tak mengandung unsur penipuan, sehingga seseorang 

dengan sadar dan sukarela menyerahkan suatu benda kepada, mengambil alih kewajiban atau 

utang perayu atau menghapus piutang terayu kepada pihak perayu, bukan tindak pidana 

penipuan seperti dimaksud Pasal 378 KUHP.  

b. Menurut Pengertian Yuridis  

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang 

belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP 

bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan 

sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut 

Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut :  

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan 

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, 

diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 

Dewasa ini gaya hidup makin modern, konsumtif dan transaksi pembelian berbasis 

kredit menyebabkan calon pembeli berupaya memberi kesan palsu mempunyai kemampuan 

keuangan, andal terpercaya, dan  melakukan transaksi pembelian kredit dengan intensi tak 

akan melunasi secara paripurna (Bah.Jawa; ngemplang) –sebagai kebiasaan atau pekerjaan- 

terpidana sesuai Pasal 379 ayat (a)  KUHP. Disebut kebiasaan apabila telah dilakukan secara 

berulang, sekurang-kurangnya dua kali ngemplang. 

Termasuk penipuan adalah tindak pidana kebohongan keterlaluan yang bukan 

pelanggaran hak cipta misalnya pembubuhan nama palsu  atau tanda tangan palsu pada suatu 
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karya bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni bertujuan agar karya itu dipersepsi sebagai 

karya orang yang digunakan namanya atau dipalsukan tanda tangannya, sehingga karya 

tersebut dipandang tinggi oleh masyarakat dan bernilai tinggi. Setelah suatu karya dibeli, 

menghapus nama asli dibubuhkan pembuat karya pada karyanya tidak dapat dipidana.22 

Tindak pidana penipuan pertanggungan terkait Pasal 381 KUHP adalah tipu-muslihat 

atau tindakan penipuan dengan memberi informasi menyesatkan, kesan & gambaran yang 

sesungguhnya tidak benar,  kepada calon penanggung agar ia membentuk pemahaman keliru 

sehingga bersedia menjadi penanggung, padahal, dalam hal apabila calon penanggung 

mengetahui keadaan sebenarnya, ia tidak akan bersedia menanggung. Penanggung mengikat 

diri pada tertanggung dengan jaminan bahwa tertanggung bebas dari kerugian akibat 

kehilangan, wanprestasi dan berbagai kerugian lain. 

Tindak pidana merugikan penanggung antara lain apabila tertanggung secara sengaja 

dan diam-diam melakukan perusakan disengaja benda tertanggung. Dalam upaya 

mengalahkan pesaing, perusahaan atau pengusaha mungkin melakukan berbagai tindak 

pidana penipuan publik sedemikian rupa, sehingga masyarakat – misalnya pembeli atau 

pemasok- lebih tertarik melakukan transaksi dengan perusahaan atau pengusaha tersebut. 

Penipuan antara lain adalah tawaran manfaat, keunggulan produk atau jasa, upaya 

mempertahankan tingkat penjualan dan laba tahunan, penipuan LK (window dressing) dan 

dividen persaham untuk meningkatkan harga pasar saham beredar dan daya tarik lain. 

Rekayasa EPS melalui perataan laba (income smoothing) untuk memelihara sentimen positif 

pasar, penipuan publik dapat melalui iklan nir-etis dapat menimbulkan kerugian bagi para 

pesaing. 

                                                           
22 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 

Hlm 181. 
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Penipuan pembeli dilakukan dengan menyerahkan – kuantitas, kualitas, jenis, tempo 

penyerahan, cara penyerahan, syarat purnajual- barang atau jasa lain, yang tidak sesuai 

perjanjian penjualan sedemikian rupa sehingga merugikan pembeli. Di dalamnya termaktub 

produk obat, makanan, minuman atau barang bermerek yang dipalsukan, rekaman elektronik 

lagu atau film bajakan, seolah olah produk atau rekaman asli. Melakukan penjualan barang 

dengan menggunakan nama perusahaan lain dan cap palsu, merek palsu pada barang dan/atau 

pembungkus barang, membuat mirip segala aspek produk agar tampak seolah-olah sama 

dengan merek ternama, membuat sertifikat palsu  melanggar Pasal 393 KUHP. Bukan 

pelanggaran pidana apabila pengrajin sepatu Cibaduyut memasang kata-kata “ Italian Sytle” 

dibawah merek-produk “ Cosa Nostra”. Hati-hati, pemasangan nama “Alberto” sebagai 

perancang, Napoli sebagai kota/negara asal sepatu melanggar Pasal 393 KUHP.23 

Pasal 390 KUHP melarang penyebaran berita bohong yang menyebabkan panik-publik 

dan menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok, barang, tarif bunga kredit atau 

menurunkan harga pasar surat berharga. Sementara menunggu UU tentang Laporan 

Keuangan, penipuan LK oleh pengusaha, komisaris, direksi perusahaan melanggar  Pasal 392 

KUHP berkonsekuensi pidana penjara satu tahun dan empat bulan. Terdapat pula tindak 

pidana menyangkut tanah negara yang diserahkan bukan untuk dimiliki pihak swasta, dalam 

bentuk pelanggaran menjaminkan, membangun sesuatu di atasnya, menjual, menyewakan, 

menukarkan, menggadaikan, atau menggunakan untuk peruntukan lain yang tidak termaktub 

pada perjanjian penggunaan tanah tersebut. Para kontraktor dan subkontraktor pemborong 

(bouwheer) bangunan mungkin melakukan tindak pidana penipuan penggunaan bahan 

berkuantitas dan berkualitas dibawah spesifikasi kontrak-bangunan, dilakukan secara diam-

diam, sedemikian rupa sehingga pemberi kerja bangunan tidak tahu bahwa ia tertipu 

pemborong, pada tahap berikutnya membahayakan jiwa para pengguna bangunan dan bila 

                                                           
23 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm. 97. 
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merupakan proyek pemerintah akan menimbulkan kerugian negara. Pegawai negeri pengawas 

proyek yang mengetahui dan membiarkan kecurangan tersebut karena mendapat hadiah dari 

pemborong, melanggar Pasal 387 ayat (2) KUHP dan Pasal 420 KUHP jo. Pasal 12 huruf  i 

UU 20 tahun 2001. Pemborong pemberi hadiah tersebut terjerat Pasal 387 ayat (1) KUHP, 

Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, Pasal 12 huruf i UU 20/2001 tentang Pembarantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Suatu tanah milik negara dapat dipersempit dengan pencurian lahan, dengan modus 

operandi memindahkan batas hak milik atas tanah. Perusakan dan/atau pemindahan batas 

halaman atau pagar untuk maksud menguntungkan diri sendiri melanggar Pasal 389 KUHP. 

Karena itu, pengukuran ulang berkala, pematokan ulang berkala merupakan kiat wajib 

pengendalian internal tanah Negara. 

A. Bentuk-Bentuk Penipuan 

Adapun secara lebih detail, bentuk-bentuk penipuan tersebut adalah seperti yang tersaji 

dalam pembahasan berikut. 

1.      Penipuan dalam Bentuk Pokok 

Ketentuan dalam Pasal 378 ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan 

(oplichting) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti 

sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat 

meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (Pasal 379). Sedangkan 

penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Pasal 378 merumuskan 

sebagai berikut : 

    "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 

melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat 

ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu 
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benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam 

karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." 

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan 

(menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain 

(menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan 

perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai 

martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsurunsur subjektif 

yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud 

melawan hukum. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan 

paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga 

orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. 

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 

Tindak pidana penipuan  dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap 

Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta 

benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan 

ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif. 

Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut :  

(1)  Unsur perbuatan materiel, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), 

memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki / mengklaim (dalam kasus penggelapan, 

menggerakkan hati / pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;  

(2)  Unsur benda / barang;  

(3)  Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik 

orang lain;  
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(4)  Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;  

(5)  Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang. 

 Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas :  

(l)  Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan 

sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan  

(2)  Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal 

maupun tidak. 

 Mengenai Delik Penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam 

Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik 

genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi 

sebagai berikut :  

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat 

ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu 

benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam 

karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun”. 

Berdasarkan  bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus 

memenuhi unsur-unsur pokok berupa :  

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang 

dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau arang lain secara melawan hukum"; dan  

2. Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas :  

a. Unsur barang siapa;  

b. Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / 

memberi hutang / menghapuskan piutang; dan 
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c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat 

atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan. 

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan 

penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara 

sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti 

unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini 

berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan 

pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna willen en witens (menghendaki 

dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah : 

a.  bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum 

b.  “menghendaki” atau setidaknya “'mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak 

semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut 

menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku 

delik). 

c.  “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, 

sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu 

adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau 

rangkaian kebohongan. 

 Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah 

untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan 

“korban”penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu 

perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang 

telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan 

informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin 

menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan 
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bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain 

tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar 

orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, 

informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.24 

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan 

delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa 

korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, 

haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku 

penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak 

sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus 

wan prestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan 

dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.25 

2.2. Kerangka pemikiran 

 Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu 

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Kendaraan Bermotor” dengan menganalisis 

keputusan pengadilan yaitu keputusan nomor 1927/PID.B/2015/PN.MDN untuk mengetahui 

bentuk-benuk penipuan. Alasan pemilihan judul skripsi ini dikarnakan penipuan sudah 

semakin marak terkhususnya di kota Medan dan sudah terlalu banyak kasus pidana penipuan 

yang kesannya dipandang sebelah mata oleh aparatur negara sehingga marak dikalangan 

masyarakat. 

                                                           
24 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung,Hlm. 33. 
25 https://ferli1982.wordpress.com/penipuan-penggelapan/ diakses 07 april 2016 
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Adapun teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teori dedukif dimana teori 

ini memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu 

ke arah data akan diterangkan 

2.3. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi 

masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang 

akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya. 

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan 

penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. 

Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang 

masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah 

untuk sementara waktu.26 Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun 

hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut. 

1. Sudah sesuai undang-undang putusan yang dijatuhkan hakim  kepada pelaku 

tindak pidana penipuan khususnya penipuan kendaraan bermotor  

2. Penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan penanggulangan tindak 

pidana penipuan kendaraan bermotor salah satu sarana penegakan hukum yang 

menepati posisi yang penting dalam upaya pendayagunaan hukum. Salah satunya 

dari peran pendayagunaan sarana penal tersebut adalah pengaturan dalam tahap 

formulasinya. 

 

 

 
                                                           

26Syamsul Arifin,”Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan Area University 
Press, 2012. Hal.38 
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